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NMANAJEMEN PEMBANGUNAN DALRAH
DALAM RANGKA MENYONGSONG DESENTRALISAS]
(Berdusarkan UU Ne. 22 dan No. 25 Tahun 1999)

sast Fiskal i Indoness

PENDAHULUAN

~ Pembaneunan daerah pada hakekatnya merupakan rangkaran upaya szcan
herkesmambunvan untuk menmekatkan kualitas manusia dan masyarakul
menupn Keldupan  yang  omap,  mandin, sgyahtera. berdeya  samg.
herbudaya dan berkeaddan  datam berbagar aspek kehidupan dun
nenehidupannya

» Kebijaksanaan pembangunan yang selama i cilaksanakan  secara
rerpusat (sentralistik) dan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonom:
vang tidak merata, rernyata telah menjadi benil penyebab timbulnya krisis
nasional berkepanjangan dan nyaris berlanjut 'del;gzm krisis m oral vang

memprihatinkan.
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Dalam pelaksanaan otoﬁomi daerah, ‘missi yang akan dijalankan dalam
pembangunan daerah adalay meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah
dalam mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan
memanfaatk.u sumber daya yang tersedia, bakk yang berasal dari
pelayanan pererintah, kapasitus sosial-ekonom: t asyarakal, maupun
ketersediaan sumber daya alam yang ada di daerah.

> Kinerja pembangunan daerah akan sangat bergantung pada kumamp.
"daerah itu sendiri Jalam memanfaatkan sumberdaya nembangunan yang
dimilikinya, khususnya menyangkut personal, pembiayaan dan peralulan

yang tersedia.



{I. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN DAERANI

>
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Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1974, secara eksplisit dibedakumn wnl o
peryelenggaraan pemerimtahan dengan pelaksanaan pembangunan dan
pembingan kemasyarakaran. Se:langkan berdasarkan UU No. 22 Tahur
1999, di dalam penyelenggaraan pemerintahan dasrah swdah inkluyir
adanya teges (missi) untuk melaksanakan pemtbanginan dan wmembin .
kehidupan kemasvarakatan.

Ditetapkannya UU No. 242 Tahun 1999 telah  mengubah  nola
penyelenggaraan pemerintahan, dari yang serba sentralistik (terpusat)
kepada pola. desentralisasi, dengan maksud agar dapat menmgkatkan
pelayanan pul ik dan sekaligus pen berdayaan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yﬁng menggabungkan
dimensi wcbijakan-kebijakan: a) pengembangan  dan pémberdayaan
masyarakat: b) perwujudan pemerintahanyang - baik; ¢). kerjasama.
ckonomi antar wilayah/daerah dan keterkaitan ekondmi global; d) penge-
folaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkunpgan:

serta ¢) penanganan secara khusus daerah-dace Wt oyang mempunyu

- masalal sosial ekeonomi yang serius.

Sejalan dengan ypwa dan semangat reformasi, maka paradigma baru
cembangunan daerah ditetapkan dengan prinsip-prinsip - demokratisasi,

transfaransi, akuntabilitas, pemerataan dan keadilan, serta perluasan’

peranserta (pemberdayaan) masyarakat.
Pads era olonomi daerah. kebijaksangzan pembangunan lebili- dititik .‘
berwkan pada pemberdavaan masyarakai deagar m s'ix;_.y'idepankan
partisipast masvarakat secara aktif dari mulai proses perencanaan sampai
dengan pengawasan dan pertanggungjawabannva.
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ANAJEMEN PEMBANGUNA

Sehagaimana halnya dalam proses

manajemen pembangunan dae

pengorgansasian, pelaksanaan, serta pengen dalicnipengawas. .

Dalam disiptin manajemen  modern  {managemeont by objective]
menckankan pada adanya pergscaraan yang tepal pelaksanaan yang
cepat dan pengawasan yang vetat, schingga akan diperojeh hasil

{dicapai tujuan) secara optimal. -

Dalam mengelola pembungunan dasrah, terdapat siklns manajenen
pembangnnan sebagai satu kesatuan disiplin manajemen pembangunan
daerah, va.z melipuli proses perencanaan, pelaksanaan dan zvaluas:

pembanguna  daerah. ) )

Skala manajemen pembangunan dacrah akan menjadi debih lnas dan
mencakup semua urusan vang d_iscrahkan kepada dasrah, sejalan den.an
adanya penyerahan otenomi daerah secara luas. nvata dan barianggung
jawab. mulai dari proses perencanaan sampai dengan perianggung-

jawabannya.



> Persoalan yang akan dihadapi dalam  pelaksanaan  manajemen
pembangunan daerah pada era otonomi daerah adalah menyangkut;
a) apakah memiliki b ~bebasan relatf yang dapat diperjuangkan;

b

apakah memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan

untuk pembangunan;

¢) apakah memiliki sumber daya manusia yvang berkualitas untu.
memanfaatkan potenst yang dimilikinya;

d) apakah memiliki kemampuan untuk menggalang partisipasi prblik
(pemberdayaan masyarakat) dalam melaksanakan pembangunannya:

¢) apakah memiliki akses yang luas untuk Japat mengembangian dan

memanfa-tkan potensi daerahnya.

IV. PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
- 7
> Pendekatan strategis (strategic-fit) yang dilakukan dalam manajemen
pembangunan daerah harus dapatmem’bﬁn?gkitkan kirfarja dan efekiivitas
snatu lembaga, dengan mempertimbangkan sitvagi yang kompetitif,
budaya kerja terorganisir, strategi dan gaya manajemen Susty siruizel
hanva cocok untuk diberlakukan pa-ﬁn suatu guwas dart kondisi }:'ﬂng

R oy i PP E H *
romprttl. Demikian pula budava kerja atan gaya manajzmen vang khas

lianya cocok untuk situasi strategi tertenty: -
» Dalam memecahkan berbagai _persdalér’z’"’p&ém b:angtin‘a}'liyﬁnig" d:iha‘(lépi"d‘i
daerah. pendekatan pcr;é‘x;canaan p'e'mb:(ingunanf“ Tya"rrx‘g selama “ing;
dilakukan berdasa.rkani~-Pedoman ~Penvusunan Perewciiaan dan
Pedgendalién Pembangunan di Daerah (P5D. Perm e.nd'agriANo. 9 Tahun
1982), dengan menggunakan pendekatan Rottam-up Flawning yang
- dipadukan dengan Top Down Policy, nampéknya akan tetap relevan
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unwl digunakan dalam proses perencanaan pembancunas pada ers

etenomi davrah,
> Apabila selama i kebijaksanaan dari atas {top wewn pohievy febr
dominan daripada perencanaan dari baw:" (bottomn up planning), maka
I

dalam paradigma baru penbangunan daerah harus izbih mengutam akan

perencanaan dari bawah.

Demikian pula dalam pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan

v

pembangunan daerah maka peran partisipasi masyarakat harus lebih
diberdayakan, sehingga rasa tanggung jawab 'dan rasa mem.ii dari
segenap  lapisan masyarakat terhadap  hasil-hasil  pelaksanaas
pembangunan akan benar-benar terwujud.

Strategi pembangunan daerah dalam menjawab semua tantangan dan

N

persoalan yang dihadapi, perly dirumuskan lebih lanjut ke dalam
program-program pembangunan . daerah. Programv-progrant
pembangunan  daerah  yang  akan o disusun hendaknya eitedah
menterpadukan berbagai kepentingan pembanguuan, baik dalam rangka
pembangunan  sektor dai sub  sektor maupun dalam  rangka

pengembangan wilayah,

IV. PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT - DALAM  PROSES
PEMBANGUNAN DAERAH : Lo

menuntut adanya demokratisasi, transfaraiisi. akuntabilitas; pemerataad
dan keadilan, serta perluasan peranserta (pemberdayaan) masyarakat,
maka lial-hal yang menjadi perhatian dalam manajemen pembangunan

daerah adalah sebagai berikut :



a) Pembangunan  daerah hanya akan mencapar bouanayaosseara
enumal apabila Colam preses pelaksanacopyve mendapauian
dukungan penuh dari paritisipast masyarakat

b) Dalam membangun proses partisipasi masyarakat, maka suatu hal
vang sangat penting untuk diperhatikan adalah adanya kesetaraan
pelaku pembangunan (menghilangkan gap), schingga ..asing-
masing akan dapat memberikan kontribusi pemikirannya da.
mengembangkan potensi dirinya secara maksim al. o

¢} Partisipasi aktif masyarakat dalam proSes pembanguaan, harus
dimulai dari sejak identifikasi permasalahan, pengambila
keputusan, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan,
sampai  dengan  pengawasan  dan pertanggungjawabannya
Pertanggungjawaban masyarakal it memilki makna yang sangat
tuas dalam rangka pemeliharaan dan’ pengemibangan’ hasil-hasil
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pembangunan yang telah dapat dicapai 0 0 L o

d) Peran pemerintah  dalam  prosesipémbangutias idagraki s e i

ditekankan fungsinya sebagai fasilitator! mediator, pengendali dan

penyeimbang pembangunan.

Untuk memberdayakan n:asvarakat dalam proses pembangunan, maka
sedapat mungkin harus melibatkan berbagat lapisan masyarakat secara
fuas dalam keseluruhan proses pembangunan tersebut, terutama
diawali dari proses pengambilan keputusan. -

Semakin banyak orang yang terlibat "dalam “proses pengambilan

keputusan berarti semakin demokratis piild:Kepitisan vVairg“ditetapkan,

serta akan memungkinkan pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan

1

mencapat tujuan sccara optimal.
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Demakiantal halnal yane lapat saya sampatkan sebozan pengantar unit

didiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan dalani skusinanu kaa akas

memperoleh rumusan yang lebih balk bagi pelaksanaan manajem ¢

pembangunan daerah.

Diskusr i akan menjadi sangat penting ketika kita pada saat in.
dithadapkan pada berbagar permasalahan yang harus segerw diselesatkan

dengan kewampuan yang sangat tegbatas.

Terima kasih atas perhatiannya.
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